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ABSTRAK 
 

 

Guna mendukung fungsi dan peran negosiator kepolisian sebagai pihak 

pengamanan dan pelayanan bagi aksi unjuk rasa, kepolisian harus mampu 

mengakomodir berbagai macam kepentingan dari ke dua belah pihak tersebut 

sehingga ke dua belah pihak merasa puas akan peranan dan fungsi yang dimainkan 

oleh pihak kepolisian. Di dalam mendukung peranan dan fungsi tersebut, diperlukan 

kemampuan negosiasi yang handal pada setiap anggota kepolisian dalam mengawal 

setiap aksi unjuk rasa yang terjadi dilapangan. 

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Negosiator dalam 

Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa; dan Faktor-faktor yang menjadi 

kendala Negosiator dan upaya yang dilakukan Negosiator  Dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Aksi Unjuk Rasa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, dengan bahan hukum primer, sekubder serta tersier. Pendekatan yang 

digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan 

perbandingan. Dasar perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengendalian Massa. 

Hasil penelitian didapat bahwa Peran Negosiator dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Aksi Unjuk Rasa memiliki tiga tahapan yaitu pre-emtif, prefentif dan 

represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh negosiator yaitu 

persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun 

demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah 

mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kendala-kendala Negosiator Dalam 

Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa, adalah : Faktor internal dan factor 

eksternal. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi faktor yang menghambat 

pelaksanaan penanganan unjuk rasa tersebut adalah dengan melakukan koordinasi 

dan negosiasi. 
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ABSTRACT 

 

 
In order to support the function and role of the police negotiator as the security and 

service for the rallies, the police must be able to accommodate various interests from 

both parties so that both parties are satisfied with the role and function played by the 

police. In support of these roles and functions, it is necessary to have a strong 

negotiating ability on every member of the police force in guarding every 

demonstration taking place in the field.  

This legal research aims to know The Role of Negotiator in Law Enforcement Against 

Rallies; and The factors that become obstacles Negotiators and efforts made 

Negotiator In Law Enforcement Against Action Rallies.  

The method used in this research is normative law research, with primary law 

material, sekubder and tertiary. Approach used by legislation approach, case 

approach and comparison approach. The basis of the legislation under consideration 

is Law Number 9 Year 1998 on Freedom of Expression of Public Opinion, and 

Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2006 

concerning Guidelines for the Control of Mass.  

The result of the research shows that the Role of Negotiator in Law Enforcement 

Against Rallies has three stages: pre-emtive, prefentive and repressive. The third 

thing is the most dominant done by the negotiator is persuasive and prefentif in other 

words approach in the form of negotiation but repressive action can be done when 

protester escalation has lead to action against the law. Constraints Negotiator In 

Law Enforcement Against Action Rallies, are: Internal factors and external factors. 

Efforts are made to overcome the factors that hamper the implementation of the 

handling of such demonstrations by coordinating and negotiating.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

1. Takut kepada Allah SWT adalah permulaan dari kemuliaan. 

2. Hal yang paling mulia didunia ini adalah memaafkan kesalahan orang lain dan 

mengakui kesalahannya sendiri. 

3. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan 

baginya menuju Surga. (HR. Bukhari Muslim) 

4. Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan, tapi katakanlah sekarang 

juga saya kerjakan 

5.  Berbuat baiklah terhadap sesama, seperti Allah SWT mengasihimu. 

6. Hidup adalah anugerah agar selalu beribadah, guna membawa belak di alam baqa 

7.  Menuntut ilmu adalah tiada batas usia. 
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